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Megara Kesatuan Republik Indonesia (NKED terdind dari ratnsen dazealy dengan
keberagaman potensi sumber dava di masing-masing dacal, Dengan wilivah vangz luas
diperlukan pengaterean dan pembinzan nouh pengembangan potensi sumber dava dazrah
tersebul. Konsep dasar olonomi adalah bagaimana menjadikan kebaragaman potenst itn
sienjadi nktoal berdazarkan k:‘lr:.'H dan prakarsa masvarakal lokal dr daeral tersebat (oca!
crtteatioein ), Oonomi sehagai manifestasi dari asns desentralizasi el mienjadi konsensgs
nasicnal sejak mase kemerdekaan [ndenesia, Dalam Undsng-Lindang Dasar yang permah
berlaku selolu terdapet pasal yong mengater penvelenpeaman desentelisesi 0i Tndonesin,
Di - dalam Usdang-Undang s Nepar Kesatun Republik  Indonesin 19445
mengamanatkan pengaturan tentang Pemerintahan [aerth, Gerdasarkan amanat Uniediseege-
Undang Dasar Negara Kesawan Republik ndonesia dibentuldah Undeng Undang Nomar
32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintohan Dacal.  Pelaksanaan petiyelenoparaan
Pemerintahon Dacrab menurut Undang-Undang tersehit menganot prinsip Olenomi
doerah seluas-luasnyva, kecusli urusan Pemerintahan vang menjadi nrwsan Pemeringah
antara fain: politk Tuar neeeri, pertahanan, heamanan, vostisi, meneter dan shal sers
g, Berdaserkan Undang-Undang 32 Taliun 2004 Tentang Pemerimaban [oeral dan
Peraturan  Pemerintah Nomoer 79 Tahos 2005 Temare Pedomazn Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggarnan Pemerintahan Daevah, Guberour selakn wakil Pemerintah
di drerah diberi kewensnpgan untelk melabukan pembinazn dan pengawsan Peratetan
Eraeral Kebupaten/Kota, Dalum penulisan skripsi ini, vang mesnjadi perumusan masalah
adaleh  bagaimana pelaksanzan pembineen dan pengawasan vang dilukukan aleh
Gubernur Sumaters Barat tedadep Peraturan Dacrab Kabupaten/Kora, Apa hendala-
kerudala vang ditemukan dalam pelaksansan pembinsan dan pengavasan terhadap
Peraturan Daerah Eabupaten/®ot vang dilaksimmankan oleh Gubernur Somatera Baral
tersehut, Apa implikasi yung timhul terhadep pelaksanaan pembinasn dan P
Peraturan Daerzh Kabupsten/Kota oleh Cubernur. Derdasarkan permasalehen diss,
penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Kendals-kendala dalam
peluksanaan pembinaan dan pengawasan ini adaizh dacrai Kubupaten/tota lunvak vang
leclambat memberikan Peraturan Bacralinya kepada Gobernur Swmatera Baras, dadi
masukan dan saran vang diberikan oleh Guberur kurang maksimal, karena Peracuram
Daerah tersebut telah dilaksanakon oleh dacrah temsebur, Upava yang dilokukan olei
Gubcrnur untuk mengatast kendala-kendals tersebut agall dengen  memberi sl
terguran kepada duersh vang wrlonbel menvampaikon perituran dacrahnyi, Ind hertujean
wgar Peraturan Doerah vang dibentuk alel dagral tidad bestentanzen dengan peraturen
perundangan distasnya dan unluk mencegah lerjadinye disinteers hangs,



BALI

PENDAHULUAN

AL Latar Belakang

Megara Kesatuan Republik Indenesia merupakan wilavah vang sanpat Juas
secara geografis dengan potensi kekayaan alam vang beraneka rgam pula. Denzian
wilavah yang luas diperlukan pengaturan con pembinaan rengembangan potensi
sumber daya alam wntok pembangunan, Pade kenvatasnnva, mede! Pemerintah
Daerah saat ini tidak mampu mengembangan sumber dava alam di decrahnya
masing-masing karena dominasi Pemerini Pusat yang sanpat koat (sentralistik)
sehingea Pemerintah di Daerah tidak memiliki stonami vane ikeat dalam MG AR
dan [:::rnun’r'a:-'l1.'u'.-|1§.-'a'_

Sejak kemerdekaan  spmpai saat sekarang ind, distribusi o kekuasaan
Fhewenangan dard Pemneriniah Pusat ke Pemerintah Dacrah sefaly bergerat. pada
titik kescimbangan yang herbeda Perbedaan it songat jelns terliban dengan
menggunakan kensep bandul vaeg selalu bergerak secarn simends pada dua sisi
yoitu Pusat dan Daersh, Dengan ka lzin Bahwa suatn wakin bobol kekuasaan
terletak pada Pemerintah pusse pada Lesempatan laie kekuasaan ads di Pemeritah
Dacrah. Kondisi vang demikian ini dischbabkan karena dua hal, perlzma, karens
pengaturan tentang Pemesiniah Daerah, wang sciak kemerdehzan kita teldh
memiliki - banvak  Undang-Undang  Pemerinizh Duersh YaNE masinz-masing
Undang-Lindang tersehul memiliki karnbteristik vang . herbeda Kedos, adonya
perbedaan interprestasi dan implementasi Undang-i g Pemerintalan Dacreh

vang dischabkan kepentingan penpuasa.”

Syahdu Gurah LY, Uessanheng Crossnd V5 Fedborad, Rema Rosdikarva, Bandang, 2000, him, 14

= haloh, Mencard fenik Qvanomd Deaerede, Rivekn Cipta, Jukaria, 2002, a2



Sesungguhnya logika demokrasi dari pemberian otomomi darl pusar kipadda
duerah adalahi1) Memberikan kerangka untuk memperluas partisipast politik
rakvat daerah, wvang memungkin rabyvar daerah vang lebih efekiif kepadn
Pemerintah, {2) Memberiian jaminan kehebasan bergerak bani elemen-efumen
daerah, baik formal maupun informal, ontuk mendayapunakan sumber-sumber
vang ada di decrahnya dalam sangka memenuhi kepemtingan rezioral dan negara
vang seluas-luasnya,”

ek karena o keperluan otanomi di tnghat dokal pads hakekatnya adalah
umiuk memperkeci! intervensi Pemeriniah Pusat kepada dagral. Dalam  pesam
kesatuan {uafiterise) Otonomi Dacrah o diberikan aleh Pemerintah Pusat fecmimod
govermment) sedangkan Pemerintah Uaersh bosys menerima peayesahan dari
Pemerintah Pusat’ Berbeda hulnya dengan otonemi dagral di neparn federsd,
dimana aremomi daeral sudah melekat pada negara-nezaea bagian,

secara normatill pelimpahan kewenangan Permerintzh Pusar kepada pihak
lain {Pemerintab Dacrah} untuk dilaksenakons disehu? desentralisasi Desentralicasi
sebagai suatn sistem vang dipakai dalzm sistem pemerinahan merupekan kebalikan
dari sentralisasi. Dalam sistem penyeleagparan Pemerinlah Negir yang menganu
prinsip pemencaran kekuasaan scearn vertikal, membagi kewenangan kepada
doerah bawahan dalam bentuk penverzhan rewenanpan  Penerapan [EINSIp i
melahirkan model pemerintahan dacrah vang mengheiidaki wcdnrva olomomi dolam
penyvelenggaraannyn,” Dalam  sistem @i, kekuasaan Megara  terbapi  antara
pemerintah pusat disatu pihak, don pemerintalan Gerah di Lin pihak. I'ene s

pembagian kekuasaan dalam rangka pesverahan kewenangan otonomi daerah,

' Sularizal, Keeflié Perubalan Batas i ifeyerin, Angerek Law Firm, ®adong, 2004, km, 7
* ek, Bim. 2
* Ibid. him. 2
" Ibid. him. 3



Antara negara yang satu dengan negara vang lain tidak sema, termasuk [ndoncsia
VANY MeNZanut sISem negurs kesatuan,’
Benluk kemampuan dan periumbuhen serta pengembangzan Pemeriniah

Daerah dipengaruhi eleb beberapa fakwor, anara lain®

1. Regional, terdiri dari Taktor-faktor sumber dava alam, Gsik lingkungan dan
potensi alam lainmya.

L. Tradisional, tediri dari fakior-fakior sosial budava dan adal istiadat s
kebiasaan yang menjoadi bindwam kehidupses skl SIS,

3. Fungsional yang dilakukan oleh Pemerintth Dacrah secars Tundamental dalam
proses penvelenparaan negarn di daerab berdusarkan wntuan kebuluhan

Pemerintah.

Faktor-Gaklor distas saling menduakung sat sans lain dan siling mempengioali
datam proses periumbuhan dan peagembangan Pemerintad Daerah,

Pada umumnya. Bentuk-beniuk Pemerimah Daerab i berbagal negara di
dunia sangat bervariasi tergantung pada sistem kenegeraan, sosial budava, dan latar
belakang sejarah bangsa tersehut Telapi pada dasarnya, pola desentralisasi it
hanya dikenal dan dapat dibedakan melalni dua pola wtama vaitu pada RCEAT Vang

mienerapkan format alau benmk Federadisme dan Oritarivne.”
P

Pela desentrabisasi pada bentuk Federalisme, mennalir dari Pemerintah lokal
ke Pemerintah Pusal. Dalam pola ol substansi descnialisasi ekl besar karena
kewenangan vang hesar dan luas pada awalnya dimiliki aleh Pemerintal folal

(negara bagian). Sedangkan untuk negara vang berbentuk Dsitarisme (negara

T Mlenurut Rombang Yudoyono, Schagimann dikutip delam, Subarieal, Uil B,

* Bomr Simoranekie, Sk ronori mion Federasd, arim L S l"ul1'|k||..1| wsen dim Pustaky Sinae
Huropan, Jakarwa, 2000, Elm, &
* 1. Kaloh, G Cir. him. 142
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Kesatuan) kewenangan yang ada pada mulinva berada pada Permerintah Pusat yang
kemudian mengalitkannyva ke Daerah {pumerintah lokall baik melsiui asas
desentralisasi, dekonsentrasi, maupun  fugas pembantean. Dalam konteks i
substansi dekonsentrasi lebils besar, hal ini logis mengingat Pemerintah Pusal yang
memiliki seluruh kewenangan pemerintsian, vane kemudian mengatur scheripa
besar kewenangan vang diberikan kepada daerah, '™

Menurat Bryant, desentralisasi admindstrasi didefenisikan sebogan suat
delepasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pepabal Pusat dilingkar
lokal'" Para Pejabat tersehus bekerju pada batas-haias rencana dan sumber
pembiayaan yang diteniukan, nomun meniliki kelelussacn, kewenangan, Dun
fanggung jawab tertentu dalam pengembangan kebijaksanaan pemberion jasa dan
pelayanan pada tingkat lokal,

Salah satu faktor vang telah mendorong peninghatan disribus kewenungan
pusat ke daerah jalah berkembanganya sistem komunikasi yang copal dan la nesung,
franspoctas: vang lebih baik, meningkatnya propesionalisme, tombolnyve wsosiosi-
asosiasi di samping itu tuntulan untuk mernpgsang pectumbabion ckonomi lebily
tingyi. pelayanan yang baik dan kepemimpinan politik dan adminisirasi vang lebih
efisicen,”

Penyelengparaan Pemerintehan vang tenib dan lanear merupakan svarad
wiama bagi tecwojudnya wivan nepars, Perserintshan vang lertib dan lancor tidak
mungkin akan tercapai kalow scpala permasalaban distar oleh pemcrintab pusig
saja. Negara Indonesia menganut sistem demokrasi vaite Demokrasi Pancasila dan

berdasarkan Undanp-Undang Thasar 19435 sehasai suaty Eeselurabian mencstn
L g P

" Ibid. him. 143
"Bl kim, 143
" 8.1 Sorunpdajang, Ares Balik Kekvascora Pusa S Lloeealy, Pustnka Sinae Hurapan, Jakarta, 1999, him. 17



mekanisme pemerintaiion lngkiat pusst, tngkat dacral sampai dengan tinghat
desa.

Dalam mangka penvelenggaraan Pemerintaban Dacrah,  sesuai dengan
amanal - Undang-Undang  Dasar Nepars  Republik Indonssia Taben 1945
amandemen keempat pesal 14 dibentuklal Undang-Undang Nomaor 52 Tahun 2004
tenteng Pemerintaban Dacrah schapai penpeanti Undong-ingane 22 Tl [900
tentang Pemerintahan Daersh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan,  kewatanegzraan  dan tentutan penvelepgrarsan Otonomi Dacrah.
Pemerintzh Deerahleh yang mengaor dan mengurus sendivi arusan pemeriniaban
menurl asas olonomi dan tugas pembantuan. ini diaralikan antk mempercepat
terwaudnya kesejehteragn masverakat melalui peningkatan pelayanan, dengan
memeperhatikan prinsip demokrasi, pemeratagn, kesdilan, keistimewasn dan
kekhususan sualu decrab dalem sistem Megarm Kesatuan Republik Indonesia,

Bila ditelaah ketentean vang terdapat dalom passl 18 pasca smandemen
Undang-Undang Dasar 1943, maka ketentuan pasal i4 yang semula-hanya tordird
darl satu pasal perubahan menjadi 3 (tiga) pasal, vaite Pl 18 yang terderi dari 7
(tujuby) avat, pasal TEA vang terdini dari 2 (dug) avat dan pisal |88 yvang teadivi dart
2 (dua) ayat'’ sejulan dengan in, dampak sejurlab paradipma dalam
penyelengparaon pemerintahan daerah vang dimaksud sdalah:"

| Pemermitahan Daerah disusun dan Gijalankan berdasarkan otonomi

dan tugas pembantuan (belaka), Di masa depan Lidak ada lagi
pemerintahan deerah delonsentrasi dalan: pemerintaban daerah;

" Misdyant dan Karfasa poemiL, Fungst Pemerintal Dacmh Dalan Membaz) Perstoren Dhendh, Bur
Aksara, Jukoarta, 1993, hin 13

"2 Lihos Dasar Pemikinm Uindung-Undzng 32 Tahun 20000 Tentane Pemorittaban Daesah

* Suharizal, Sronomi Dacral Seelah Periahan Pasal 18 LAY Negereo Sepabilh Dndade sl P95, Makalnh
rang disumpiuikan pacdi, Peremuan Ablokom Ta Negar “Sleiiniutkas Perabzhan Uadimpel ndang

Drusar Megant Republik Indonesia 19857, Bukitingei, T:

gal P Sdea 2007

" wdenrut Bagir Manan, Sebagaimana dikutip dalun, Seharizal, 1sid



BAD II§

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

A, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan
1, Mckanisme dan Pelaksanaan Pemhinaan
Pembinaan atas penyelenggaraan pemerimtaban daerah adalah merupakan
upaya vang dilakukon aleh Pemerintah dao atay Gubernwe sefaku Wakil Pemerintah
di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penvelenpparaan owonomi daerab,
Dalam rangks pembinaan oleh Pemerintab, Menteri dan Pimpison Lembaga Non
Departemen melakukan pembinaan seseai dengan foegsi dan kewenagan masing-
masing yang dikoordinasi oleh Menten Dalun Meger ontuk pembinaan provinsi
serta oleh Gubernur untuk pembinean kabpaten / kota,
Berdasarkan posal 217 Undang-Undang 32 Tahun 2004, Pembingan atos
penyelenpearazan pemerintahan dacrah dilaksanakan cleh Pererintah meliputi:
+  Koordinasi pemriiniahan antar susunan pemerintahan:
= Pemberiazn pedoman dan standar pelaksanasn orusan pemrintalian
» Pumberian bimbingan, sucervisi, dan konsuliasi pelaksanaon orusin
pratirinizhin
= Pendidikan dan pelatihan; dan
# DPerencansan, penclition. pengembangan, pemantavan, dan evaluasi
pelaksanaan vrusan pemerintzhan
Dulam rangka upaya untuk menghindari terfadinga pembaialan terladap
Peraturan Thaerah Kabupalen/Kola o'eh Gubernur sehagaimana vang dimaksod
dalam Peraturan Pemerintsh Nomaor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinann dan

Penpawasan Penyelengzaman Pemerintuban Daeran, muka dilakukan pemibinnan

terhadap apacatur dalam pembentuk Peraturan Daerak Kabupatenetn dalsm



BAB IV

PEMUTLIP

A Kesimpulan
l. Otonomi Daerah adalah hak, kewenangan dan kewajiban daerah otoneim uniuk
mengatur  dan mengurus sendin umssan pemerintaben dan kepentingan
masyarzkal setempat sesuai dengan peraturan perancang-undangan. Prinsip
atonomi daerah yang terdapat dalam Undang-Undsng 32 Tabun 2004 Tentana
Pemerintahan Daerah dengen menggunakon otonami seluas-luasnya dalam arti
memberikaan kewenangan mengurus semua urasan pemerintahan vang lelah
ditetapkan dalam vendang-undang ini. Pemberian olonomi luas kepada daerah
bertujuan untuk  mempercepat lerwujudnva kescjahtersan rakyas  melalud
peningkatan pelavanan, pemberdavaan dan peran secta masvarakat, Kebebasan
bergerak yang diberikan kepada daceah memberikan Lesempatan kepadanya
untuk mempergunaka prakarsa sendini deri sepals macem kekuasaan untek
mengurusi Pemerintahan dan kepentingan umum. Agar aturan vang dibuat olel
Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kow) tidak bertentangan dengan peraturen
perundangen yang lebih tinggi diatasnva dan dengan kepetingan umum,
Gubernur selaku wakil Pemerintah di dacrah berswenang melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap Peraturan Daersh Kaupates/Koln Pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sclaku wakil Pemerintah di daerah
terhadap  Peraturan  Daerah  Kabupsten/Kota  dilaksanskan  berdasarkan
ketentunn yang diatue dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerzh dan Peraturan Pemerinizh Nomaor 79 Tahun 2005

Tentang Pedoman Pembinaan dan Penguwesan Penyelenguaraan Pemerinlahan
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